
 

 
 

 

 

 
 

 

BUPATI SERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan 
pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan 

untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Risiko; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

 
 
 
 
 
 
 

SALINAN 

Menimbang 

Mengingat 

SALINAN 

BUPATI SERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan 

pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan 

untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah 

Daerah, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan 

Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180):
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);   

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76); 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor “73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76),
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PEDOMAN 
PENGELOLAAN RISIKO. 
 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 

 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

 
4. Bupati adalah Bupati Seruyan. 

 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

 
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem 

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah instansi 
pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok 

melakukan pengawasan. 
 

8. Unit Pengawasan adalah unit kerja yang bertanggung 

jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan 
bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko 

pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 
 

 

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN RISIKO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Seruyan. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem 

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok 

melakukan pengawasan. 

Unit Pengawasan adalah unit kerja yang bertanggung 

jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan 

bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko 

pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR
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adalah unit kerja yang bertanggungj awab 

melaksanakan pengelolaan risiko. 
 

10. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR tingkat 

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 
 

11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran 
Pemerintah Daerah. 

 

12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 
pengendalian yang sudah ada. 

 

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 

risiko yang telah teridentifikasi dalarn rangka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 

dampaknya untuk menetapkan level atau status 

risikonya. 
 

14. Evaluasi Risiko adalah proses pembandingan antara 

level risiko yang ditemukan selama proses                
analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan 

sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu 

proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil 

analisis risiko. 
 

15. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia 

diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan 
dan sasaran yang dikehendakinya. 

 

16. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu 
risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per 

satuan risiko secara spesifik. 

 
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 

pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 

Daerah. 
 

18. Control Environment Evaluation yang disingkat dengan 

(CEE) adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan 
pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan 

“kondisi ideal” (framework) dari masing-masing sub 

unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga 
diperoleh gambaran kondisinya dan masukan                

bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan 

pengendalian. 
 
 
 
 
 
 
 

19. Focus Group Discussion yang disingkat FGD adalah 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

adalah unit kerja yang bertanggungj awab 
melaksanakan pengelolaan risiko. 

Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau 
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR tingkat 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran 
Pemerintah Daerah. 

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 
pengendalian yang sudah ada. 

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 

risiko yang telah teridentifikasi dalarn rangka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 
dampaknya untuk menetapkan level atau status 
risikonya. 

Evaluasi Risiko adalah proses pembandingan antara 

level risiko yang ditemukan selama proses 
analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan 

sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu 

proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil 

analisis risiko. 

Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia 

diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan 

dan sasaran yang dikehendakinya. 

Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu 

risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per 

satuan risiko secara spesifik. 

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 

pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 

Daerah. 

Control Environment Evaluation yang disingkat dengan 

(CEE) adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan 

pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan 

“kondisi ideal” (framework) dari masing-masing sub 

unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga 

diperoleh gambaran kondisinya dan masukan 

bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan 

pengendalian. 

Focus Group Discussion yang disingkat FGD adalah
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Suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah 

tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi 
kelompok. 

 

20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut 

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis organisasi. 

 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
 

23. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 
 

25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program priori tas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum 
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 
dokumen peren canaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 
 

 

 
 

 

 

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah 

tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi 

kelompok. 

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut 
IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis organisasi. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program priori tas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum 

disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen peren canaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya



6 
 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 

 

29. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang 
selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat 

Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok 

dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
  Pasal 2 

 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi seluruh pejabat dan seluruh pegawai                     
untuk melakukan pengelolaan risiko pada 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan 

wajib/pilihan/penunjang. 
 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah 
dalam mengelola risiko pemerintah daerah, mulai  

dari risiko strategis pemda, risiko strategis Perangkat 

Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah. 
 

(3) Pedoman Pengelolaan Risiko mencakup dan 

mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko, 
dan pelaporan pengelolaan risiko. 

 
  Pasal 3 

 

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

29. 

30. 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 

Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang 
selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat 
Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok 

dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi seluruh pejabat dan seluruh pegawai 
untuk melakukan pengelolaan risiko pada 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan 

wajib/pilihan/penunjang. 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah 

dalam mengelola risiko pemerintah daerah, mulai 

dari risiko strategis pemda, risiko strategis Perangkat 

Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah. 

Pedoman Pengelolaan Risiko mencakup dan 

mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko, 

dan pelaporan pengelolaan risiko. 

Pasal 3 

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.
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  BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 
 
 

 Ditetapkan di Kuala Pembuang 

pada tanggal 18 Januari 2024 

 
Pj. BUPATI SERUYAN, 

ttd 

     DJAINUDDIN NOOR 
Diundangkan di Kuala Pembuang 

pada tanggal 22 Januari 2024 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN SERUYAN, 

ttd 

         BAHRUN ABBAS 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 1 

 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 18 Januari 2024 

Pj. BUPATI SERUYAN, 
ttd 

DJAINUDDIN NOOR 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 22 Januari 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN, 

ttd 
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